Menimbang

BUPATI  KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan

- Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

untuk memperoleh persetujuan bersama;

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara bersama DPRD pada tanggal 14
Agustus 2020;



(=)

c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri

Tahun Anggaran 2021.

Mengingat + 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39

omor
11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang N

Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4735);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



.
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Q.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusal dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5256);



13.

14.

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5588)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka  Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perckonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



18.

19.

20.
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. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);
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28.

25,

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 1 tentang Pinjaman

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kecelakaan  Kerja dan  Jaminan Kematian bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5740);

. Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



30.

31.

32.

33.

4.

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 304) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 1%

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2019
Nomor 210),

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



35.

36.

37.

38.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara [Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah lentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Rcepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4350)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1560);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



39.

40.

41.

42,
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44,

45,
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor S50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 lentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan  Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3
Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 149);



46.

47.

48.

49,
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Peraturan Dacrah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 201]
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 95);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2011
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 96) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 165);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 97) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17
Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 4
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 150);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 98) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor

12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor
142);



S0. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 99);

S1. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2011
tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Dacrah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 100);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten
Kedirt Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 101);

n
(o8]

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 22 Tahun 2011
tentang Retribusi Penyeberangan di Air (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 102);

S4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2011
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 103) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 135);

n
w

Peraturan Dacrah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2011
tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 104);



56.

T

58.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2011
tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 105) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 136);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2012
tentang  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 108);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 109);

. Peraturan Dacrah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012

tentang Retribusi Izin  Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Kediri Nomor 110) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 161);



060,
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62.

63.

64,

Peraturan Dacrah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013
tentang  Investasi - Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah  Kabupaten Kediri Nomor 125) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi
Pemerintah  Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 148);

Peraturan Dacrah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 147);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 159 );
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2018
tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 166);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.



Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini vang dimaksud dengan :
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11.

Daerah adalah Kabupaten Kediri:
Pemerintahan Daerah  adalah penyelenggaraan urusan  pemerintahan  oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi d

an tugas pembantuan
dengan

prinsip otonomi scluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Resatuan Republik Indonesia scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1045;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri;

Bupati adalah Bupati Kediri:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan t
Daerah;

ahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan

Penerimaan Daerah adalah uang yvang masuk ke kas Daerah;

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagal pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan;

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih

lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode

anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021 berjumlah

Rp.

3.173.885.437.696,00 (Tiga Trilyun Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan

Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Enam Ratus Sembilan

Puluh  Enam Rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah dengan rincian sebagal berikut :
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a. Pendapatan Daerah Rp. 2.777.286.318.160,00

b. Belanja Daerah Rp. 3.168.885.437.696,00
Defisit/(surplus) Rp. (391.599.] 19.536,00)
¢. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp. 396.599.119.536,00
2. Pengeluaran Rp.  5.000.000.000,00
Pembiayaan netto Rp. 391.599.119.536,00
Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.777.286.318.160,00 (Dua Trilyun
Tuuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga
Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah), yang bersumber dari :

a. Pendapatan asli:
b. Pendapatan transfer:

c. Lain-lain pendapatan daerah vang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 425.689.666.874,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima
Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam
Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas :

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 210.020.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Milyar Dua Puluh Juta
Rupiahy);

{3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
scbesar Rp. 26.339.884.697,00 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh

Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan
Puluh Tujuh Rupiah);
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(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 8.921.100.506,00 (Delapan

Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Ribu Lima Ratus Enam
Rupiah)

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 180.408.681.671,00 (Seratus Delapan Puluh

Milyar Empat Ratus Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam
Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 2.330.681.344.676,00 (Dua Trilyun Tiga Ratus Tiga
Puluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh
Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.198.813.089.000,00 (Dua Trilyun Seratus
Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Puluh
Sembilan Ribu Rupiah);

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 131.868.255.676,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Milyar
Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam
Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiahj;,

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah vang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
hurul ¢ direncanakan sebesar Rp. 20.915.306.610,00 (Dua Puluh Milyar
Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Ribu Enam Ratus Sepuluh
Rupiah), terdiri atas :
a. Pendapatan hibah;
b. Dana darurat;
¢. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan,;

(2) Pendapatan hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 20.915.306.610,00 (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus
Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah);



(4) Pendapatan dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah):

(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 0,00
(Nol Rupiah);

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp. 3.168.885.437.696,00 (Tiga Trilyun Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Delapan

Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus
Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja operasional;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 2.151.508.355.564,00 (Dua Trilyun Seratus Lima
Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu
Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja pegawai,

b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;

d. Belanja subsidi,

e. Belanja hibah; dan

. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 1.242.766.664.340,00 (Satu Trilyun Dua Ratus Empat Puluh Dua
Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu
Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah);

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 738.969.061.227,00 (Twuh Ratus Tiga Puluh Delapan

Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Satu Ribu Dua
Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);



(1) Belanja bunga sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sehesar Rp. 0,00 (Nol);

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksucl pada ayal (1) hurufl d direncanakan
sebesar Rp. 0,00 (Nol),

(6) Belanya ibah sebagaimana dimaksuc pada ayat (1) hurufl ¢ direncanakan
sebesar Rp. 87.524.631.048,00 (Delapan Puluh Tuuh Milyar Lima Ratus Dua
Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Delapan
Nupah);

(7) Belanja  bantuan sosial scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
chrencanakan sebesar Rp. 82.247.998.949 00 (Delapan Puluh Dua Milyar Dua
Ratus Empat Puluh Tupjuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu

Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 416. 185.597.332,00 (Empat Ratus Enam Belas Milyar
Seratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga
Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas
a. Belanja modal tanah;

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

¢. Belanja modal bangunan dan gedung;

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. Belanja modal aset tak berwujud.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 37.354.367.960,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga
Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah);

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp. 86.960.529.757,00 (Delapan Puluh Enam Milyar
Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh
Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah);

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 145.905.991.535,00 (Seratus Empat Puluh
Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu
Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
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(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 136.161.469.480,00 (Seratus Tiga Puluh
Enam Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan
Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah);

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 9.803.238.600,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus
Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah);

(7) Belanja modal aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf {
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Noi);

Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dal Pasal 7 huruf c
direncanakan sebesar Rp. 52.310.060.400,00 (Lima Puluh Dua Milyar Tiga Ratus

Sepuluh Juta Enam Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak
terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rp. 548.881.424.400,00 (Lima Ratus Empat Puluh
Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh
Empat Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 23.672.771.400,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh
Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah);

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 525.208.653.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima
Milyar Dua Ratus Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021, direncanakan sebesar Rp.
391.599.119.536,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan
Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam
Rupiah), yang terdiri atas :
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a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a direncanakan sebesar Rp. 396.599.119.536,00 (Tiga Ratus Sembilan
Puluh Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan
Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

&

Pencairan dana cadangan;

(e)

Hasil penjualan kekayaan dacrah yang dipisahkan;

=

Penerimaan pinjaman daerah:

¢. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

b

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 387.049.119.536,00 (Tiga Ratus
Delapan Puluh Tujuh Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Belas
Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 0,00 {Nol);

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol);

(5) Penerimaan pinjaman daecrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol);

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.550.000.000,00 (Sembilan Milyar
Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol);

Pasal 14
(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), yang
terdir atas :



a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal daerah;
¢. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan
¢. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan scbesar Rp. 0,00 (Nol);

(3) Penvertaan modal dacrah schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ direncanakan scbesar Rp. 0,00 (Nol);

(5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol);

(6) Pengeluaran  pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol);

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. 391.599.119.536,00 (Tiga Ratus
Sembilan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus
Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 391.599.119.536,00 (Tiga
Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta
Seratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);



Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah daerah

dapat melakukan pengeluaran yvang belum tersedia anpegarannya dan/atau

pengeluaran melebih pagu vang ditetapkan dalam peraturan  dacrah i,

yang
selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja
dacrah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai

dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah

tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan
DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
(2) Keadaan darurat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
Kerusakan sarana/prasarana vang dapat menggangu kegiatan pelayanan
pubhik
(3] Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat vang
anggarannyva belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja ¢

....... laerah vang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

€. Pengeluaran daerah vang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian vang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 17
Uralan lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran

vang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang
terdiri dari:

Lampiran | : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran Il © Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan

pemerintahan dacrah dan organisasi;



10.
11,
12,

13,

Lampiran Il

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran 1X
Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Rekapitulasi  Belanja

menurut  Urusan Pemerintahan

Dacrah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan
sub kegiatan beserta keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;

Sinkronisasi
APBD;
Sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada

RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

program pada RPJMD dengan rancangan

Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program
prioritas daerah;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
Daftar piutang Daerah;

Daftar penyertaan modal

daerah dan investasi/daerah

lainnya;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah dan aset lain-lain;

Daftar Sub kegiatan tahun jamak (multyyears);

Daftar dana cadangan,;

Daftar pinjaman daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah,
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Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 - 12 - 2020
BUPATI KEDIRI,

T TL:

HARYANTI SUTRISNO
Diundangkan di Kediri
pada tanggal 29 - 12 - 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIR],

TTD.
DEDE SUJANA
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